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PUTUSAN
Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Tse

asn ol Cpen Il il

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tententu tingkat pertama dalam persidangan majelis yang telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Karyawan PT Prima Bahagia, tempat tinggal di Kecamatan
Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan

Utara,selanjutnya disebut Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Karyawan PT. Prima, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Palas
Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya
disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti

surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa  penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Tse telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas Timur
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sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/2/11/2010,
tertanggal 03 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Tanjung Palas Timur;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik
talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta
Nikah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Palas Timur;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak bernama Muhammad Ariyo umur 4 bulan. Anak tersebut saat
ini ikut bersama Penggugat;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2014 mulai tidak harmonis
karena karena Tergugat sudah tidak meperdulikan lagi Penggugat;

8. Bahwa akibat perselisihan tersebut lebih kurang pada bulan Juli tahun
2015 Tergugat pergi dari rumah dengan alamat sebagaimana tersebut di
atas hingga sekarang. Dan selama itu pula Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan
tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang
dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

9. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah
sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat
tidak rela;

10.Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang
pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan

cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat
datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor:
0213/Pdt.G/2016/PA.Tse yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Agustus 2016 dan
tanggal 09 September 2016 sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan
oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir , maka upaya
mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan
tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya
Tergugat ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan
pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT)
NIK 6404046512920002, tertanggal 26-12-2013 yang dikeluarkan oleh
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Pemerintah Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, bermaterai

cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Nomor 09/2/11/2010 Tanggal
03 Feberuari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
yaitu :

1. Sukeri binti Satun Sanatrip, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di jalan Binai, RT.06, Desa Binai, Kecamatan
Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di
bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tahun
2010 di Kecamatan Tanjung Palas Timur ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa
Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur selama krang lebih 3 tahun ,
dan telah dikarunuai seorang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan kepergiannya
tanmpa ijin Penggugat ;

- Bahwa sejak tergugat pergi pada tahun 2014 yang lalu Penggugat
dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah
Tergugat tidak mengirimkan nafkah, Tergugat sudah membiarkan
atau tidak memperdulikan Penggugat lagi dan antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi ;

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat
dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

2. Hasani bin Japarun, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di jalan Binai, RT.04, Desa Binai, Kecamatan
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Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tahun
2010 di Kecamatan Tanjung Palas Timur ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa
Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur selama krang lebih 3 tahun ,
dan telah dikarunuai seorang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan kepergiannya
tanmpa ijin Penggugat ;

- Bahwa sejak tergugat pergi pada tahun 2014 yang lalu Penggugat
dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah
Tergugat tidak mengirimkan nafkah, Tergugat sudah membiarkan
atau tidak memperdulikan Penggugat lagi dan antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi ;

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat
dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas,
Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun lagi, kmudian menyampaikan kesimpulan tetap
ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi
sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak
dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak
hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat
dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang
ditadai dengan (P.1) dan (P.2), berupa foto copy yang telah bermeterai dan
dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg.
bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka
berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap
kedua Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan Keterangan saksi-saksi,
maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten
Bulungan yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor,
maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang
mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka menjadi terbukti bahwa

Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah,
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sehingga Penggugat dengan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas

sebagai pihak dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
sejak 2014 mulai tidak harmonis karena karena Tergugat sudah tidak
meperdulikan lagi Penggugat, dan lebih kurang pada bulan Juli tahun 2015
Tergugat pergi dari rumah dengan alamat sebagaimana tersebut di atas
hingga sekarang. Dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi
nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat
digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat
tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap membenarkan dalil gugatan
Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan 2 orang saksi bernama Sukeri binti Satun Sanatrip, umur 55
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Binai, RT.06,
Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan Hasani
bin Japarun, umur 34 tahun, agama lIslam, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di jalan Binai, RT.04, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas
Timur, Kabupaten Bulungan, bersedia menjadi saksi, yang keterangannya
secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan
pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka
berdasarkan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Jo. dan pasal 309 R.B.g saksi tersebut
secara formil dan materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, sudah menikah di Tanjung
Palas Timur pada tanggal 04 Februari 2010 dan sesaat setelah akad
nikah, Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak ;
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- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal telah dikaruniai
seorang anak bernama , Muhammad Ariyo umur 4 bulan, dan anak
tersebut ikut bersama Penggugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak
harmonis, karena Tergugat suka mencekik Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juli 2015 yang lalu Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi tenpa seijin Penggugat yang
hingga kini sudah 1 (satu) tahun, selama berpisah tersebut, Tergugat
tidak mengirimkan nafkah, Tergugat sudah membiarkan atau tidak
memperdulikan Penggugat lagi dan anatar Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak saling mengunjungi ;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menjadi
terbukti bahwa, Penggugat dengan Tergugat, telah telah berpisah tempat
tinggal sekurang-kurangnya sudah 1 (satu) tahun , karena Tergugat sejak
tanggal bulan Juli 2015 pergi meninggalkan Penggugat, selama kepergiannya
tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalag yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini

yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah
tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi
nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh),

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri
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atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu
bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan
dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai
dengan Tergugat, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan
terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang nyata-nayata telah pergi
meninggalkan Penggugat sejak tanggal bulan Juli 2015, selama kepergiannya
tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak saling
mengunjungi , sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat
Penggugat manfaatkan sebagai nafkah, sehingga gugatan Penggugat tentang
pelanggaran sighat taklik talak Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka gugatan Pengugat telah mempunyai cukup alasan dan memenubhi
pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian sesuai ketentuan
Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar
sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya
terhadap angka (2) dan (4) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan
lamanya; dan Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri selama 6 (enam) bulan

lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak sebagaimana
ditetapkan dalam perjanjian taklik talak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan Gugatan

Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Gugatan Penggugat telah
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memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Majelis Hakim memandang
perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis
Hakim seperti termuat kitab-kitab, sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz Il halaman 405 sebagai berikut:
d@;‘ygl.lé}@jg_\;,geﬁwu&w (‘;S\AL;‘L";GJCJA
Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan

tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu
gugurlah haknya”;

2. Kitab Syarqowi ‘Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:
Lasll) iatiay Sae \Aaj;ﬁéﬁ}ﬁmg\ﬁ)k@s (s
Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan,

maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut
sesuai dengan bunyi lafazhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek atau tanpa
hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam  bidang
perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT ) terhadap
penggugat (PENGGUGAT ) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Tanjung Palas
Timur, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daptar yang

disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar

Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 20 September
2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 H oleh H. ABDUL
KHOLIQ,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.HI dan
MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan
putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Anggota Majelis | Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.HI AHMAD ASY SYAFI'l, S.Ag

Anggota Majelis I

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI
IWAN ARIYANTO, S.H

Perincian biaya perkara:
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Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Panggilan : Rp 1.050.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 1.141.000,-

o s~ 0D
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